PENETAPAN
Nomor DO2S/Pat. PI2017/PA Thh

a1 a1 A ey
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengaditan Agama Tembitahan yang memenksa dan mengadil
perkara tedentu pada tingkat pettama, dalam persidangan Hakim Majélis
telah menjatuhkan penetapan sebagal benkut dalam parkara Perubahan
N pacia Akt Nikiah yang diajukan oleh,

Cumur 53 tahun, agama Islam,

pekoraan Petan, tempal tinggal o Ji. Propinsi
RT 022/RW.008. Kelurahan Sunge Selak, Kecamatan
Tempuiing  Kabupaten Indragin - Milir,  sebags
"PEMOMHON’

Pengadilan Agama tersebit;

Talah mambaca surat-aural dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memenksa alat buktl yang

dimjukan oleh Femohon

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan sural permohonannya tertanggal 16 Met
2017 yang ditenma oi Kepaniteraan Pengadilen Agama Tembilahan di
bawah register Nomor 0025/Pdt P2O17/IPATol, tanggal 16 Mei 2017
pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagal berikut.
1. Bahwa pemohon memiliki nama sebenamya sesust yang terdata di
administrast kependudukan adalah
dilahirkan di Sungai Salak, tanggal 04 Apnl 1664 sebagaimana yang
tercantum di datam KTP No, 14040504046840001, Karty Keluarga No
1404080304080012
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bak dan tidak
pemah melakukan perbuatan yang berentangan dengan hukum
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3 Banwa o dalam Kutpan Akta Nikah No. 463/091/2000 yang
dtandatangani oleh KUA Sungail Salak pada tanggal 04 Januard 2000
. bertuliskan nama Pamonon adalah
torsebut teradi disebabkan karens sewakiu pemikahan di tlis dengan
namy panggien seharchart padabal nama sebenamya pemberian
Orang tua adalah
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menggant! nama dan nama
yang tertulls o datam Kutipan Akt
Nikah No, 463/06/1/2000 yang ditandmtangani oleh KUA Sungal Salak
pada tangoal 04 Januan 2000 tersebut, digant menjadi KHAIRLI,
BAHRI bin MAHMUD sebagmimana yang tercantumiaerdata di dalam
administras) kependudukan di Negaca Republik Indonesia
5 Bahwa penggantian nama tersebut dikarenakan Pemohon ingin
menyesuaikan dengan surab-sural ininnya df dalam data administras)
kepandudukan sepertt KTP KK lazah anak dan ingin jugs membuat
akte lahir anak akan tetap: terkendala karena Surat Nikah pemohon
yang Dbertuliskan nama  yang tiaak  sama  dengan  data-date
administrast kependudukan yang lain
6 Bahwa penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan hokum
agama Islam, adat, dan bukan pula nama ated gelar yang
merendahkan atau menumnkan mafdabat sebagal Bangsa Indonesia,
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biays yang timbul akibat
perkara ini.
Berdasarkan hal-hal torsebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak
agar  berkensn  memedksa  permohonan  Pemohon  dan  selanjulnys
manetapkisn sebagal bernkut
1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari
menjadi

3. Membert zin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon
pada Kutipan Akta Nikah No, 463/09/4/2000 yang ditandatangani oleh
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KUA Sungat Salak pada tanggal od Januan 2000 yang semula
tertuiis dibetutkisn menjadi

4. Memernntahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan
Utk meoginmkan  salinan  mesmi penetapan It kepada KUA
Keecamatan Sungai Salak untuk mengganti nama Pemohon lecsebul
o Blas agar dicatat dalam daftar register KUA Sungai Salak yang
bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang beralan,

5 Membabankan parmohonan inl kepada Pemohon sesuai hukum yang
bérlaki,

Atau

Apabila Majelis Makim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil
adiinya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hatt sidang yang telah ditetapkan untuk memernkses
perkara i, Pamohon telah dipanggil secara resmi dan patut. terhadap
panggian tersebut Pamaohon telah hadir sendin di persidangan,

Bahwa  selelah  permohonan  Pamohon  dibacakan  Pemahon
manyatakan letap dengan permmohonannya tanpa ada perubahan

Bahwa oleh karena perkars inl adalah parkara permohonan dalam
pengertian voluntar (lanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus
dalam bentuk penetapan, maka medias: sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2018 Tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidaklah layak difaksanakan,

Bahwa untuk mendukung kebenaran dall-dall permobonannyi,
Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagni berikat,

Bukt Surat
Folokopl Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 463/08//2000 tanggal 04
Januarl 2000, yang tercatat di PPN KUA Kecamatan Tempuling
Kabupaten Indragin Mille. tedanggal 04 Januar 2000 atas  nama
Syahruddin bin Mahmud dan Dahliana binti Masrani, telah bermelersi
DUKUp dan telnh disesunikan dengan aslinga ( P.1)
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- Fotokopi kartu keluprga (KK) atas nama Kepala Keluarga Khaiul
Banhri Nomar 1404050304080012 yang dikeluarkan oleh Kepala
Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragin Hilir tanggal 07 April 2016
tolah bermateral cukup dan telah disesustkan dengan ashnya. (P 2)
Fotokopl KTP NIK 1404050404640001 ates nama Khairul Bahri yang
dikelunrkan okeh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragin Hilie
tangaal 26 Apni 2016, telah bermeternt cukup dan telah disesuakan
dengan aslinys, (P.23)

Fotokopi ljazah Sekolah Dasar Negeri 004 Sungal Salak yang

ditandatangani oleh Kepala Sekolah Tahun Pelajaran 20132014 stas

nama M. Rifki dengan orang tus Khairul Bahn telah bermotenl cukup

dan telah disesuaikan dengan ashinya (P 4)

Bukti Saksi

1. telah membetkan keterangan dJdibawah
sumpahnys sebaga berikut
- Bahwa, saksi adalah ipar Pemohon,

Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon memohon ke Pengaditan
untuk merubah nama Pemohon di Buku Akta Nikah;

« Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dahliana pada tahun 2000
dan nama Pemohon di dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempuling tertulis Syahruddin bin
Mahmid,

« Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon sejak kecll adalah
Khairu! Bahrt bin Mahmud,

- Bahwa sakst malibal semus dokumen balk Kartu Keluarga
Pemohon, KTP Pemohon dan ljazah sekolah anak Pemohon
tenulis nama Pemohon

- Banhwa keperduan Pemchon merubah nama tersebul  untuk
kelengkapan administrast dan  untuk  menyesualkan nama di
dokumen kepandudukan dan ijazah sekolah anak Pemohon,

2. , telah memberkan keterangan dibawah
sumpahinya sebaga berkut
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- Babwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon,

« Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon memohon ke Fengadilan
untuk merubah nama Pemohon di Buku Akta Nikah,

- Bahwa Pemohon telah mentkah dengan Dahhana pada tabun 2000
dan nama Pemohon di dalam Buku Kutiparn Akts Nikah yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempuling tertulis Syatiruddin bin
Mahmud;

« Bahwa sepengetahuan saksi nama Femohon sejak kecll adalah
Khairul Bahri bin Mahmiud:

- Babwa saksl maelihat semua dokumen  baik  Kartu  Keluargs
Pamohan, KTF Pemohon dan ljazab sekolah snak Pemohon
tartulis nama Pamohon KHAIRUL BAMRI bukan SYAHRUDDIN:

~ Bahwa keperuan perubahan nama Femohon adalah  untuk
kelengkapan sdministrasi  dan  untuk  menyesuaikan nama  di
dokumen kependudukan dan fazah sekolah anak Pemohan,

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukii-bukti
yang lain lagi .

Bahwa Pemohon telah mengajukan konklusl lsan yang pada
intinya  menyatakan  bahwa  Pemohon  tetap  pada  dalibdall
permohonannya dan memohon agar perkars ini dapat segera diputus
dengan mengabulkan permohanan Pemohon;

Bahwa tentang [alannya pemenkaaan parkar in ot persidangan
selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk
memparsingkat ursian penetapan inl cukuplah  Pengadilan  menunjuk
kepada berita acars sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan
yang tak terpisahkan dengan penetapan o).

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tuan permohonan Pemohon
adalah sebegaimans diuratkan di alos;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) sngka (3)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1689 Tentang Peradilan Agama yang
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 20016 dan Undang-
Unaang Namor 50 tahun 2000 jo. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2)
Peraturan Menteri Agama Republik indonesia Nomor 11 tahun 2007
tentang pencatatan Nikah secars kompetens! absolut, Pengadilan Agama
berwenang memerkas dan memutus perkan inl |

Menimbang, bahwa pada han dan tanggal sidang yang telah
ditetapkan, pemohon hadit i person menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan surdl  permohonan  dan
pengakuan pemohon, temyata pemohon bertempat tinggal dalam
yuritdiksi Pengaditan Agama Tembilahan, maka secars kompetensi relatl
Pengaditan - Agama Tembilahan barwanang memernksa dan memutus
porkara int

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah  perkaca
permohonan dalam pengertian voluntair ( tanpa adanys pibak lawan )
yang harus diputus dalam bentuk panetapan, maka perkars ini adalah
pengecualinn sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Temtang Prosedur  Mediasi i
Pangadian,

Menimbang, bahwa yang menjadi slasan disjukannya permohonan
perubahan nama ini Karena dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
ABJ0BA2000 tanggal 04 Januar 2000 terdapat kekeliruan penulisan
nama  Pamohon yang mengakibatkan tenadi  perbedaan o dalam
dokumen kependudukan dan jazah sekolah anak Pemohon sehinggs
Pemohon mamohon agir nama Pamohon di dalam Akta Nikah tertulis

dirubah  menjadi

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dall permohonannya
Pemohon telah mengajukan bukt-buktl berupa bukti surat yaitu terdin dan
P Y sampai dengan P4 yang merupakan sustu akta autentik yang
memilkl kekustan pembuktian  sempurna dan mengikat (Volledig en
Bindencle  Bewyskracht) dan  bukll  surat yang diajukan tersebut
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mendukung dalidalilt permohonan  Pemohon, oleh karenanya harus
dinyatakan dapat diterima dan dipetimbangkan

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah
menghadickan 2 (dua) orang saks: yang secara formil dapat diterdma
karona telah disumpah dan kedus saksi tersebut telah membernkan
keterangan yang saling bersesuaian dan tidak bedentangan dengan
demikian ketarangan para saksi dinlal relevan dan obyektt dengan dakil
dalil permohonan Femohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi
tersobut secara materii dapal dipartimbangkan sebagal alat bukti sesum
ketentuan Pasal 309 RBg,

Menimbang, bahwa berdasarkan  dahl-daliVposita  permohonar
pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka majelis hakim
mengkonstate  perstiwa  konkrel tersebul dan  menemukan  fakta-
fakta/penstiva hukum sebagal benkut
1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dahlians bintl Masrani pada

tanggal D4 April 1964 secara sah menurut syan'at islam dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku,
2. Bahwa Pemohon sewakiu menikah nama Pemohon yang tertulls di
dalam Buky Kutipan Akta Nikah adalah
3. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah
sebagamana  yang tertulis o dalam Kartu Tanda
Penduduk, Kartu Keluargs dan lazah sekolah ansk Pemohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakts tersebut di atas, maks
permohonan  Pemphon  mengajukan  perubahan  yang  menyangkut
dentitas/tiodata telah terbuktl dan sesual ketertuan Pasal 34 ayat (2)
Peraturan Menteri Agamas Republik Indonesia: Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pencatatan Nikah, untuk malakukan perubaban biodata harus
berdasarkan penatapan Pangadilan Agama di wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di stas
Majelis  Makim  berpendapat  telah  terdapat  cukup  alasan  untuk
mangabulkan parmohonan Pemohon;
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Manimbang. bahwe sesual ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan
Manten Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Peancatatan Nikah, parbaikan perubahan biodata suami istr ditakukan oleh
Peagawa: Pencatat NikatvKantor Urusan Agama yang bersangkutan
sohingga  Majels  Hakim  memenintahkan  kepada  Pemohon  untuk
mencatatkan  perubahan nama  Pemohon  lesebut kepada Pegawal
Pancatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten
Incitagin Milie;

Menimbang, bahwa perkara inl termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1689
tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang
nomar 3 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008, baya
porkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan yang ada dalam hukum syar
dan peraturan perundang-undangan yang sda katannys dengan perkara
ini,

MENETAPKAN
Mangabutkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan perubahan  identtas  dalsm  Kutipan  Akta  Nikah
Nomor 483/08/0/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan  Tempuling  tanggal 04 Januan 2000 dart  nama

dirubah menjad

3 Memenntahkan  Pamohon  untuk  mencatitkan  perubahan
identitas/tiodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tempuling Kabupaten Indragin Hilic,

4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 191,000 - (seratus sembilan puluh satu nbu rupiah);

Demilan ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Peangadilan Agama Tembilahan pada hard Senin tanggal 17 Juli 2017

Masehi bertepstan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Miriyah, oleh kami

YENI KURNIATI, S.HI, sebagn Ketus Majels, RIKI DERMAWAN, §.HI,
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dan FATHUR RIZQI, S.HL masing-masing sebagal Hakim Anggota,
penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut
dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota
tersebut dan dibantu TAHARUDDIN, S.Ag.M.H. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Pemohon,

Ketua Majelis

~
ey
YENI KURNIATI, S.HI.
Hakim Anggota Hakim Anggota
RIKI DERMAWAN, S HL FATHUR RIZQI, S.HL.

Panitera Pengganti

/?/QWW?’ L

TAH?ﬁuo;Sm, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran .................... - e Rp. 30.000,-
2. Proses ........oc...... cermmeasenariteisnnbiinney Rp. 50.000,-
3. Panggilan ............cccocccecceienn... Rp. 100.000 -
4. Redaksi ......ocooovcrici Rp. 5.000.-
5 Meterai....................... peirrinerienenes . RP.6.000.-
Jumlah Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9




